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ABSTRAK
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) terdiri dari
pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan dirancang
oleh Komisi HAM PBB melalui sidang Majelis Umum PBB di tahun 1951. Salah
satu hak yang diatur di dalam ICCPR adalah hak atas kebebasan beragama.
Negara yang sudah meratifikasi ICCPR berkewajiban untuk menjalankan
ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR. Indonesia sendiri telah meratifikasi
ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Namun pada
kenyataannya masih ada ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR tersebut yang
tidak dijalankan atau tidak sesuai, yaitu pada kasus penolakan Yenima Swandina
Alfa oleh SMPN3 Genteng, Banyuwangi yang didasarkan atas agama atau
kepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah: 1. Apakah terdapat pelanggaran
HAM terhadap Yenima Swandina Alfa dalam kasus penolakannya oleh SMPN 3
Genteng, Banyuwangi berdasarkan ICCPR? 2. Bagaimana mekanisme penegakan
hukum terhadap kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng,
Banyuwangi dalam perspektif ICCPR? Peneltian ini menggunakan tipe penelitian
normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan
menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulannya
menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bidang
hak atas kebebasan beragama dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh
SMPN 3 Genteng, Banyuwangi. 2. Mekanisme penegakan hukum dalam kasus
penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi adalah
dengan pencabutan peraturan yang bersifat diskriminatif di SMPN 3 Genteng,
Banyuwangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang
merupakan perintah dari Bupati Kabupaten Banyuwangi.
Kata Kunci: International Covenant on Civil and Political Rights, Hak Atas
Kebebasan Beragama
I. PENDAHULUAN
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau yang
disebut dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik terdiri
dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan
dirancang oleh Komisi HAM PBB melalui sidang Majelis Umum PBB di tahun
1951, kemudian setelah dilakukan pembahasan pasal demi pasal, Majelis Umum
PBB pada akhirnya mengesahkan International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Optional
Protocol to International Covenant on Civil and Political Rights (Opsional
Protokol Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) melalui
Resolusi No. 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku
pada tanggal 23 Maret 1976.1 Hak-Hak Sipil dan Politik yang tercantum di dalam
ICCPR dapat dikategorikan menjadi non-derogable rights dan derogable rights.2
Non-derogable rights adalah hak-hak absolut yang tidak boleh dikurangi
pemenuhannya oleh Negara, hak-hak ini meliputi hak atas hidup, hak hak bebas
dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena
gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak
sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan
beragama.3
Kemudian yang disebut dengan derogable rights adalah hak-hak yang
boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara. Hak-hak tersebut
adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan
berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas
kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari,
menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa
1“Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik” (On-line), tersedia di
http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/ (2 November 2018)
2Ifdhal Kasim, “Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar” (On-line), tersedia di
http://lama.elsam.or.id/downloads/1365566878_Kovenan_SIPOL_MateriKursusHAM-
ELSAM.pdf (2 November 2018)
3Ibid.
memperhatikan batas (baik lisan maupun tulisan).4 Berdasarkan uraian di atas, hak
kebebasan beragama termasuk ke dalam non-derogable rights yang artinya
pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh Negara.
Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi
terhadap hak atas kebebasan beragama tersebut, salah satu contohnya adalah
kasus yang dialami oleh Yenima Swandina Alfa, siswi yang baru saja
menyelesaikan pendidikannya di SDN 5 Genteng, Banyuwangi dan memutuskan
untuk melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Genteng, Banyuwangi.5 Penolakan
terhadap Yenima Swandina Alfa ini dilakukan oleh SMPN3 Genteng,
Banyuwangi berdasarkan alasan agama atau kepercayaan. Yenima yang beragama
non-Muslim dilarang untuk bersekolah dan berkewajiban untuk mengikuti seluruh
kegiatan keagamaan di sekolah dan menggunakan jilbab sebagai syaratnya untuk
bersekolah.
Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai hak
kebebasan beragama secara individual yang diberikan kepada Yenima Swandina
Alfa dari perspektif Hukum Internasional. Oleh karena itu penulis akan membahas
kasus tersebut dalam karya tulis ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai
Hak Atas Kebebasan Beragama Terhadap Yenima Swandina Alfa yang Ditolak
SMPN3 Genteng, Banyuwangi Menurut International Covenant on Civil and
Political Rights”.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan
dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,
4Ibid.
5Agung DH, “Aturan Wajib Jilbab di SMP Dapat Perhatian Bupati Banyuwangi” (On-line),
tersedia di https://tirto.id/aturan-wajib-jilbab-di-smp-dapat-perhatian-bupati-banyuwangi-csNx (2
November 2018)
yang mencakup tentang sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan kasus yang
dibahas.6
Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu
memberikan gambaran dan menganalisa secara cermat, lengkap, dan sistematis
karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, perilaku suatu individu, atau perilaku
suatu kelompok dengan memperoleh data mengenai hubungan antara gejala denga
gejala lainnya.7 Skripsi ini akan memberikan gambaran mengenai ketentuan-
ketentuan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang berkaitan dengan
kasus yang akan dianalisa yaitu mengenai penolakan Yenima Swandina Alfa oleh
SMPN 3 Genteng, Banyuwangi.
Berdasarkan jenis data, data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah
jenis data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Sumber data yang
digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan yang ada kaitannya
dengan skripsi ini.
Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan
tertier.
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar, peraturan dasar,
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional,
dan/atau bahan hukum yang berlaku8
b. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku, literatur-
literatur.
c. Bahan hukum tersier, dengan menggunakan bahan dari internet.
Dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini, pengumpulan data akan dilakukan
melalui studi kepustakaan, yang berarti penulis memperoleh data dari buku-buku,
peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, serta melakukan kunjungan ke
perpustakaan.
6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, (Depok: UI-Press,2010), h.53.
7Ibid., h.9.
8Ibid., h.9.
Karya ilmiah skripsi ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu
artinya data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara
mendalam.
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara deduktif,
yang artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pertanyaan-pertanyaan
yang bersifat umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian
atau konsep-konsep umum, seperti konsep mengenai hak kebebasan beragama
dari aspek Hukum Hak Asasi Manusia. Kajian terhadap konsep yang bersifat
umum tersebut akan dianalisis secara khusus berdasarkan International Covenant
on Civil and Political Rights.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kasus Posisi Penolakan Yenima Swandina Alfa Oleh SMPN 3
Genteng, Banyuwangi
Yenima Swandina Alfa merupakan siswi kelulusan Sekolah Dasar
Negeri (SDN) 5 Genteng yang terletak di Kabupaten Banyuwangi.9
Yenima sendiri merupakan seorang warga Dusun Maron, Desa Genteng
Kulon, Kecamatan Genteng.10 Setelah menyelesaikan pendidikannya di
bangku Sekolah Dasar, Yenima berniat untuk melanjutkan pendidikannya
ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Yenima sendiri mendaftarkan dirinya melalui jalur pendaftaran
online dengan dua pilihan, yaitu SMPN 1 Genteng dan SMPN 3
Genteng.11 Siswi tersebut kemudian dinyatakan diterima di SMPN 3
Genteng, namun sayangnya Yenima menarik berkasnya dan
mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah
9Abdus Syukur, “Bupati Banyuwangi Cabut Aturan Siswa Non-muslim Wajib Berhijab”
(On-line), tersedia di: http://mediaindonesia.com/read/detail/113313-bupati-banyuwangi-cabut-
aturan-siswa-non-muslim-wajib-berjilbab (3 Desember 2018)
10“Kasus Jilbab, Dispendik Banyuwangi Segera Panggil Kasek SMPN 3 Genteng” (On-
line), tersedia di: https://www.timesbanyuwangi.com/pendidikan/19361/kasus-jilbab-dispendik-
banyuwangi-segera-panggil-kasek-smpn-3-genteng (3 Desember 2018)
11Ibid.
tersebut karena adanya penolakan yang bersifat diskriminatif dari sekolah
yang bersangkutan.12
Penarikan berkas Yenima dari SMPN 3 Genteng ini berawal dari
ketika Yenima dan ayahnya, Timotius Purno Ribowo datang ke SMPN 3
Genteng pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2017 lalu untuk melakukan
pendaftaran ulang. Namun pada saat Purno hendak membayar uang
seragam sekolah, pihak panitia PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru)
SMPN 3 Genteng menyatakan bahwa SMPN 3 Genteng tidak menerima
siswa beragama non-Muslim.
Setelah terlibat dalam suatu perdebatan, pihak panitia menyatakan
kepada Purno bahwa Yenima dapat tetap bersekolah di SMPN 3 Genteng
dengan syarat Yenima harus menggunakan jilbab dan mengikuti kegiatan
keagamaan termasuk mengikuti pelajaran agama Islam yang dilaksanakan
di SMPN 3 Genteng tersebut.13
Purno kemudian meminta pihak sekolah untuk mengeluarkan surat
pernyataan bahwa SMPN 3 Genteng tidak menerima siswa non-Muslim,
namun pihak sekolah menyatakan bahwa kepala sekolah SMPN3 Genteng,
Banyuwangi sedang tidak berada di tempat.
Yenima dan Purno memutuskan untuk mengundur untuk
melakukan pendaftaran ulang pada hari itu dan memutuskan untuk datang
kembali ke SMPN 3 Genteng keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 8
Juli 2017 dengan maksud untuk menemui kepala sekolah SMPN 3
Genteng.
Maksud Purno menemui kepala sekolah SMPN 3 Genteng adalah
untuk meminta keterangan mengenai kebijakan sekolahnya yang tidak
menerima siswa non-Muslim, dan apabila siswa yang bersangkutan tetap
ingin bersekolah di SMPN 3 Genteng maka siswa tersebut wajib
mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah tersebut.
12Ibid.
13Ibid.
Namun sayangnya, ketika Yenima dan Purno sampai di SMPN 3
Genteng, kepala sekolah SMPN 3 Genteng tersebut tidak sedang berada di
tempat, sehingga Purno hanya dapat berkomunikasi dengan kepala sekolah
SMPN 3 Genteng melalui telepon.14
Pernyataan yang disampaikan oleh kepala sekolah SMPN 3
Genteng tersebut sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak
panitia PPDB SMPN 3 Genteng, yaitu kepala sekolah menyatakan bahwa
SMPN 3 Genteng tidak menerima siswa non-Muslim dan apabila siswa
tersebut tetap ingin bersekolah di SMPN 3 Genteng, maka siswa tersebut
harus mengikuti peraturan sekolah, yaitu bagi siswa perempuan
diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan mengikuti semua kegiatan
keagamaan yang diselenggarakan di sekolah tersebut.15
Mendengar pernyataan kepala sekolah ini, Purno berusaha untuk
bersikap legowo dan memutuskan untuk menarik berkas putrinya, Yenima
dari SMPN 3 Genteng.16
Setelah menarik berkas Yenima dari SMPN 3 Genteng, Purno
melaporkan kejadian penolakan tersebut kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi dan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi, Sulihtiyono.17
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi kemudian menyarankan
Yenima untuk mendaftarkan dirinya ke SMPN 1 Genteng.18 Setelah
mendaftarkan diri di SMPN 1 Genteng, Yenima akhirnya dinyatakan
diterima di SMPN 1 Genteng melalui jalur minat, bakat, dan prestasi
dengan peringkat 10 besar.19
14Ibid.
15Ibid.
16Ibid.
17Ronna Nirmala, “Diskriminasi di Banyuwangi Tak Boleh Terulang” (On-line), tersedia
di: https://beritagar.id/artikel/berita/diskriminasi-di-banyuwangi-tak-boleh-terulang (4 Desember
2018)
18Ibid.
19Ira Rachmawati, “Ada Diskriminasi Terhadap Siswi Non Muslim di Banyuwangi,
Bupati Anas Marah” (On-line), tersedia di:
https://regional.kompas.com/read/2017/07/16/23005061/ada-diskriminasi-terhadap-siswi-non-
muslim-di-banyuwangi-bupati-anas-marah (4 Desember 2018)
B. Peraturan Nasional Tentang Aturan Diskriminatif di Sekolah
Bupati Kabupaten Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak
Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten
Banyuwangi. Dalam konsideransnya, Peraturan Daerah ini menyatakan
bahwa Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Pendidikan Anak Usia
Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan
secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif
sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber
daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.20
Dalam konsiderans di atas dinyatakan dengan jelas bahwa dalam
penerimaan peserta didik baru, salah satu tata cara pelaksanaannya adalah
harus dilakukan secara tidak diskriminatif. Tata cara ini harus
dilaksanakan guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perda ini, larangan
mengenai adanya tindakan diskriminatif terhadap penerimaan peserta
didik baru juga dicantumkan, dan tujuan dari asas tersebut adalah sama,
yaitu guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Selain peraturan di atas, adapula aturan lain yang memiliki
ketentuan mengenai larangan adanya tindakan diskriminatif dalam
penerimaan peserta didik baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
Permendikbud ini menyatakan dalam konsideransnya bahwa
penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman
20Lihat konsiderans Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar,
dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi.
kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang
sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa
diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.21
Kemudian dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari PPDB
adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa
diskriminasi.
Pasal lainnya yang memuat ketentuan mengenai larangan terhadap
tindakan diskriminasi terhadap calon peserta didik baru terdapat pada
Pasal 35, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib membuat
kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan
berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi,
berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua/wali
peserta siswa.22
Kedua aturan di atas merujuk kepada suatu Undang-Undang, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam Pasal 4 ayat (1) UU, dinyatakan bahwa Pendidikan
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.23
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, tindakan yang bersifat
diskriminatif bukan hanya dilarang dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru tapi juga dilarang dalam pelaksanaan pendidikan. Ini berarti
21Lihat konsiderans Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud)
Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, Pasal 35.
23Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 4 ayat (1).
sekolah harus menerapkan aturan yang tidak bersifat diskriminatif
terhadap peserta didiknya.
Selain itu ketentuan mengenai larangan terhadap aturan yang
bersifat diskriminatif juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.24
Dari semua peraturan di atas dinyatakan bahwa baik dalam
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maupun dalam pelaksanaan
pendidikan, sekolah dilarang untuk membentuk suatu kebijakan yang
bersifat diskriminatif terhadap peserta didiknya yang dapat menghambat
atau mempersulit pendidikannya.
Sekolah diharapkan dapat menerapkan kebijakan yang tidak
bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
dan pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan pendidikan di Indonesia.
C. Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2017
Setiap tahunnya, Komnas HAM melakukan evaluasi terhadap
keadaan hak asasi manusia di Indonesia, bentuk evaluasi tersebut
dituangkan dalam suatu Laporan Tahunan Komnas HAM.
Dalam hal ini, kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh
SMPN 3 Genteng yang didasarkan atas agama atau kepercayaan terjadi di
dalam tahun 2017. Namun tidak ditemukan kasus yang bersangkutan di
dalam Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2017.
D. Analisis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus
Yenima Swandina Alfa
Dalam kasus penolakan yang dialami oleh Yenima Swandina Alfa
yang didasarkan pada agama atau kepercayaan, pernyataan dari pihak
panitia PPDB SMPN 3 Genteng yang menyatakan bahwa SMPN 3
24Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 11 ayat (1).
Genteng tidak menerima siswa beragama non-Muslim termasuk tindakan
yang bersifat diskriminatif.
Kemudian peraturan sekolah yang mewajibkan Yenima untuk
menggunakan jilbab dan mengikuti seluruh kegiatan agama yang
diselenggarakan sekolah tersebut juga merupakan tindakan yang
diskriminatif.
Peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) ICCPR
yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan
beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau
kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun
tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan
ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.25
Selain itu, peraturan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan
dalam Pasal 18 ayat (2) ICCPR yang menyatakan bahwa tidak seorang pun
dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau
menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.26
Peraturan sekolah tersebut secara tidak langsung bersifat memaksa,
karena peraturan tersebut wajib dijalani oleh Yenima sebagai syarat
diterimanya di SMPN 3 Genteng.
Selain bertentangan dengan ICCPR, kasus penolakan Yenima ini
juga bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam Declaration on
the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based
on Religion or Belief, yaitu ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat
(1) yang menyatakan bahwa “Tidak seorangpun boleh dijadikan sasaran
diskriminasi oleh Negara, institusi, kelompok orang-orang, atau orang
manapun berdasarkan alasan agama atau kepercayaan”27
25International Covenant on Civil and Political Rights, Artikel 18 ayat (1)
26International Covenant on Civil and Political Rights, Artikel 18 ayat (1)
27 Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi
Berdasarkan Agama atau Kepercayaan 1981” (On-line), tersedia di:
http://referensi.elsam.or.id/2014/11/deklarasi-tentang-penghapusan-semua-bentuk-intoleransi-dan-
diskriminasi-berdasarkan-agama-atau-kepercayaan-1981/ (15 Desember 2018)
Dan dalam kasus ini, Yenima sendiri menjadi korban dari sasaran
diskriminasi yang dilakukan oleh suatu institusi pendidikan, yaitu sekolah,
yang dalam hal ini menolak Yenima yang merupakan siswi yang
beragama non-Muslim untuk bersekolah di SMPN 3 Genteng.
Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2), Deklarasi ini menyatakan
bahwa untuk tujuan-tujuan dari Deklarasi ini, ungkapan “intoleransi dan
diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan” berarti setiap
pembedaan, pengabaian, larangan, atau pengutamaan yang didasarkan
pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya
meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan
hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu
dasar yang sama.28
Baik larangan maupun pembedaan yang dilakukan terhadap
Yenima tersebut dilakukan atas dasar adanya perbedaan agama antara
Yenima dan siswa-siswi lainnya yang bersekolah di SMPN 3 Genteng.
E. Analisis Terhadap Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kasus
Penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng,
Banyuwangi Dalam Perspektif ICCPR
ICCPR memiliki suatu organ yang disebut Komite Hak Asasi
Manusia yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan
yang terdapat di dalam ICCPR dengan cara membahas laporan-laporan
pengaduan negara mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia.
Adapula mekanisme yang dilakukan oleh Komite apabila terjadi
suatu pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak-hak sipil dan politik
adalah laporan negara, komunikasi individual, komunikasi antar negara,
dan komentar umum.
Dalam kasus penolakan Yenima oleh SMPN 3 Genteng,
mekanisme yang dapat dilakukan adalah melalui komunikasi individual.
Dalam mekanisme ini, dapat dibentuk suatu laporan bahwa telah terjadi
suatu pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang berupa penolakan
28Ibid.
terhadap Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng yang didasarkan
atas agama atau kepercayaan dan juga pelanggaran terhadap hak atas
kebebasan beragama di mana Yenima diwajibkan untuk menggunakan
jilbab dan mengikuti seluruh kegiatan keagamaan yang diselenggarakan
oleh sekolah tersebut sebagai syarat untuk bersekolah di SMPN 3
Genteng.
Setelah menerima laporan tersebut, berdasarkan Pasal 40 ayat (4)
ICCPR, Komite akan mempelajari laporan tersebut dan meneruskan
laporannya beserta dengan komentar umum yang tepat sesuai dengan
permasalahan yang diajukan.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) ICCPR, terdapat pelanggaran
hak asasi manusia terhadap kasus penolakan Yenima Swandina Alfa
oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi yang didasarkan atas agama atau
kepercayaan.
2. Mekansime penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap kasus
penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng,
Banyuwangi yang didasarkan atas agama atau kepercayaan adalah
dengan mekanisme komunikasi individual, yaitu dengan membuat
suatu laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia bahwa telah terjadi
suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Yenima Swandina
Alfa.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan penulis terhadap kasus ini adalah:
1. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya tindakan yang bersifat
diskriminatif yang didasarkan pada agama ini tidak terulang lagi,
karena setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan
tidak boleh dilanggar oleh orang lain.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas lagi dalam mencegah adanya
tindakan diskriminasi di dalam layanan pendidikan di Indonesia agar
setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang sama tanpa dibeda-
bedakan agamanya.
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